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Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

ABSTRAK:   - Penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam Rangka Evaluasi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

Dalam rangka menyesuaikan evaluasi Perangkat Daerah dan penyelarasan

terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2016-2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, serta pertimbangan yang terkait,

diperlukan penetapan Peraturan Bupati mengenai Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Gresik.

- UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun

2014;PP Nomor 38 Tahun 1974;PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah

diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019;PP Nomor 12 Tahun

2017;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan

PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 99

Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;PERDA Kabupaten

Gresik Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017;

- Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik mengatur tentang tugas

dan wewenang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Pasal-pasal dalam peraturan

ini menjelaskan mengenai koordinasi, penyuluhan, penegakan hukum, serta

tindakan administratif yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran atas peraturan

daerah. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang fungsi Sekretariat dalam

mengelola surat menyurat, administrasi kepegawaian, keuangan, dan koordinasi

program serta evaluasi. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan ketertiban

umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Gresik sesuai
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dengan hukum yang berlaku.

CATATAN:   - Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019

- Status Peraturan bupati gresik Tidak Berlaku
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